SALINAN

UPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

KEKURANGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 YANG
DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

BUPATI MOJOKERTO,

. bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang
sudah disalurkan sebesar Rp. 80.824.764.200,-
(delapan puluh milyar delapan ratus dua puluh
empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua
ratus Rupiah) dari Dana Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran
2015 sebesar Rp. 82.636.892.000,- (delapan puluh
dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta
delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah),
maka sisa yang belum disalurkan pada Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.812.127.800,- (satu
milyar delapan ratus dua belas juta seratus dua
puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dapat
dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

1

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kekurangan Dana Desa Tahun
Anggaran 2015 yang Dibayarkan pada Tahun
Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5669);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
247 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor
15);

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 44);

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEKURANGAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DIBAYARKAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Besaran kekurangan Dana Desa Tahun Anggaran 2015
yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar
Rp. 1.812.127.800,- (satu milyar delapan ratus dua
belas juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus
rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) Desa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa.
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Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum minggu ke tiga (3) bulan Juli
2016.

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 4

Kekurangan Dana Desa Tahun Anggaran 2015
yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016
dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran
2016.

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dalam masa 1
(satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5
Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan
sah.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas
kebenaran material yang timbul dari penggunaan
bukti dimaksud.
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, 8 Maret 2016

BUPATI MOJOKERTO,
ttd

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal, 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO




LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2016
TANGGAL 8 Maret 2016

KEKURANGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2016

S [pT—— — DANA DESA DANA DESA YANG TELAH DISALURKAN (Rp). B:;:::::nm KBIA("USQKA;’AR :::l: NOMOR REKENING
(Rp.) TAHAP I TAHAP II TAHAP III | YANG BELUM TERSERAP (Rp.) DESA
1 |Jatirejo 1 [Sumberati 268.429.000 107.371.600 107.371.600 53.685.800 0162403630
2 |cading 284.452.000 113.780.800 |  113.780.800 o 7  56.890.400 0162403893
3 |Kumitir 268.706.000 107.482.400 |  107.482.400 R 53.741.200 0162403656
. 4 |Padangasri 285.882.000 114.352.800 |  114.352.800 o 57.176.400 0162403664
5 |Karangeruk 274.757.000 109.902.800 |  109.902.800 . 54.951.400 0162403915
2 |Gondang 1 |Jatidukuh 280.069.000 112.027.600 112.027.600 56.013.800 0162406329
' 2 |Tawar 272.756.000 109.102.400 | 109.102.400| 54.551.200 0162406434
3 |Pacet 1 |Kembangbelor 266.199.000 106.479.600 106.479.600 53.239.800 0162406931
4 |Trawas 1 [Seloliman 272.706.000 109.082.400 109.082.400 54.541.200 0162634461
5 |Pungging 1 |Banjartanggul 274.918.000 109.967.200 109.967.200 54.983.600 0482042155
- 2 |Kembangringgit © 281.202.000 112.480.800 | 112480800 | . 56.240.400 | 0482042007
Kutorejo 1 |Karangdiveng 287.745.000 115.098.000 115.098.000 57.549.000 0482042643
7 |Bangsal 1 |Pacing 262.719.000 105.087.600 105.087.600 52.543.800 0163011468
A 2 |Kedunguneng 268.447.000 107.378.800|  107.378.800| 53.689.400 0162540424
3 |Kutoporong 270.146.000 108.058.400 | 108.0s8.400 | © 54.029.200 0162405101
4 |Peterongan 264.772.000 105908.800|  10s.908800| 52.954.400 0163011492
‘ 5 |Sidomulyo 265.077.000 - D 265.077.000 0163011603
6 |Tinggarbuntut 267.722.000 107.088.800|  107.088800| © 53.544.400 0163011590
7 |Pekuwon 271.242.000 108.496.800|  108.496800| 54.248.400 0162405233
8 |salen 273.780.000 109.512.000 9512000 | 54.756.000 0162508008
Puri 1 |Sumolawang 298.584.000 119.433.600 119.433.600 59.716.800 0162403931
Trowulan 1 |Tawangsari 273.449.000 109.379.600 109.379.600 54.689.800 0162403303
10 |Jetis 1 |Milirip 288.099.000 115.239.600 115.239.600 57.619.800 0162625454
2 |Banjarsari 278.949.000 111579600 | o  167.369.400 0162540530
11 Dawarblandong | |Madureso 280.542.000 112.216.800 168.325.200 0162402714
JUMLAH 25 DESA 6.881.349.000 2.646.508.800 |  2.422.712.400 . 1.812.127.800

MUSTOFA KAMAL PASA

BUPATI MOJOKERTO,

ttd




